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Abstract: This study aims to analyze the effect of the effectiveness ratio, 
efficiency ratio, and independence ratio on capital expenditure in 
district/city governments in Aceh Province using data on Local Own-Source 
Revenue (PAD), Central Government Transfers, Regional Revenue, Capital 
Expenditure, and Regional Expenditure. This research employs a 
quantitative approach with regression analysis. The results indicate that the 
selected panel data regression model is the Fixed Effect Model (FEM). 
Partially, the effectiveness ratio has a positive and significant effect on 
capital expenditure with a tvalue 2.238 and a significance level of 0.027; 
the efficiency ratio has a positive and significant effect on capital 
expenditure with a tvalue 3.817 and a significance level of 0.0002; and the 
independence ratio has a positive and significant effect on capital 
expenditure with a tvalue 5.831 and a significance level of 0.0076. 
Simultaneously, the effectiveness ratio, efficiency ratio, and independence 
ratio significantly affect capital expenditure, with a coefficient of 
determination (R²) of 66.5%, while the remaining 33.5% is influenced by 
other factors outside the research model. Therefore, improvements in 
regional financial effectiveness, efficiency, and independence can 
strengthen the fiscal capacity of local governments in increasing capital 
expenditure allocations to support sustainable regional development. 
Keywords: Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Independence Ratio, 
Capital Expenditure. 
 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio 

efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian terhadap belanja modal 

pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi yang menggunakan data 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Tranfer dari Pusat, Pendapatan Daerah, 

Belanja Modal dan Belanja Daerah. Penelitian menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan  analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

analisis regresi data panel yang memenuhi atau terpilih adalah Fixed Effect 

Model (FEM), dengan secara parsial rasio efektivitas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap belanja modal dengan nilai thitung sebesar 2,238 

dan signifikansi 0,027, rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap belanja modal dengan nilai thitung sebesar 3,817 dan signifikansi 

0,0002, serta rasio kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

belanja modal dengan nilai thitung sebesar 5,831 dan signifikansi 0,0076. 

Secara simultan, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian 

berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan koefisien 
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determinasi (R²) sebesar 66,5%, sedangkan sisanya sebesar 33,5% 

dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, 

peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kemandirian keuangan daerah dapat 

memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam meningkatkan 

alokasi belanja modal guna mendukung pembangunan daerah yang 

berkelanjutan. 

Kata Kunci: Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, 

Belanja Modal. 

 

PENDAHULUAN 

Pembagunan nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini menekankan 

pentingnya peningkatan kualitas belanja pemerintah sebagai bagian dari reformasi fiskal, 

pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kemendagri mendorong optimalisasi 

APBD agar lebih berpihak pada belanja produktif, terutama belanja modal sebagaimana diatur 

dalam Pemendagri 77 tahun 2020 mengenai pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. 

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk membeli atau meningkatkan aset tetap 

atau aset lainnya yang memberi manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat seperti 

pembangunan infrasuktur, peralatan, mesin, dan lain-lain. 

Belanja modal juga berperan penting dalam mendorong produktivitas ekonomi daerah, 

karena pembangunan infrasuktur dan fasilitas publik yang menciptakan iklim investasi yang 

kondusif serta memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu instrument penting 

yang mendukung pembangunan tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD), melalui APBD pemerintah daerah dapat menetapkan arah kebijakan pembangunan 

dan menentukan sejauh mana kemampuan keuangan daerah dialokasikan untuk belanja modal, 

dengan demikian stuktur dan proporsi belanja modal dalam APBD dapat menjadi indikator 

komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan 

publik (Akbar et al., 2022). 

Dalam konteks keuangan daerah belanja modal tidak hanya mencerminkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menunjukkan ruang 

fiskal, keberlanjutan pembangunan, serta prioritas kebijakan jangka panjang. Perspektif ini 

dipertegas oleh Kementerian Keuangan (2022) yang menegaskan bahwa belanja modal adalah 

instrumen krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan 

antarwilayah, dan meningkatkan standar layanan publik. 
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Grafik 1. Tren Belanja Modal daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2020-2024 

 
 Sumber: djpk.kemenkeu 

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa belanja modal pada pemerintah 

kabupaten/kota di Provinsi Aceh juga menunjukkan adanya ketimpangan dan fluktuasi yang 

cukup signifikan selama periode 2020–2024. Berdasarkan grafik realisasi belanja modal 

kabupaten/kota di Provinsi Aceh, terlihat bahwa sebagian besar daerah mengalami perubahan 

realisasi belanja modal dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan 

pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan aset 

publik belum merata serta masih mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. 

Berdasarkan kondisi diatas, dapat dipahami bahwa keberhasilan belanja modal 

pemerintah tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh kualitas 

kinerja keuangan daerah itu sendiri. Seftyawati dan Rahayu (2019) membuktikan bahwa 

kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap 

belanja modal, yang dimana daerah dengan kinerja keuangan yang lebih baik cinderung 

negalokasikan anggaran lebih besar pada belanja pembangunan, dengan temuan ini 

menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja 

menjadi faktor penting dalam menentukan arah kebijakan belanja modal.  

Penilaian kinerja keuangan daerah dilakukan agar pengelola keuangan tidak semena-

mena dalam membelanjakan uang anggaran, tetapi menjadi lebih fokus terhadap target-target 

kinerja yang harus dicapai, dengan adanya pengukuran ini dapat dimanfaatkan untuk melihat 

ada tidaknya penyimpangan antara kinerja akrual dengan kinerja yang diharapkan, kinerja 

keuangan daerah dapat diukur melalui beberapa rasio keuangan yaitu rasio efektivitas, rasio 

efisiensi, dan rasio kemandirian, (Fernanda et al., 2023). 

Rasio efektivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah direncanakan dibandingkan dengan target 
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yang ditetapkan berdasarkan potensi asli daerah, kemampuan daerah dalam menjalankan tugas 

dikategorikan efektif apabila rasio yang dihasilkan mencapai minimal 1 (satu) atau 100% 

karena semakin tinggi rasio efektivitas maka menggambarkan kinerja daerah semakin baik 

(Putri dan Rahmawati 2019). Tingkat efektivitas pendapatan daerah memiliki implikasi 

langsung terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah, daerah dengan rasio efektivitas yang 

tinggi cenderung memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk mengalokasikan anggaran pada 

belanja modal, karena hal itu pemerintah daerah mempunyai investasi publik melalui 

pembangunan infrasuktur dan penyediaan aset tetap lainnya (Mardiasmo, 2018). 

Grafik 2. Tren Target PAD dan Realisasi Provinsi Aceh tahun 2020-2024 

 
 Sumber: djpk.kemenkeu 

Fenomena efektivitas keuangan daerah di Provinsi Aceh dapat dilihat dari perkembangan 

target PAD dan realisasi PAD selama periode 2020–2024 yang menunjukkan pola fluktuatif. 

Berdasarkan grafik target PAD dan realisasi PAD kabupaten/kota di Provinsi Aceh, terlihat 

bahwa sebagian besar daerah mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Fluktuasi tersebut 

menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh dan merealisasikan 

pendapatan asli daerah belum sepenuhnya stabil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa 

efektivitas pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi berbagai tantangan dalam 

mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk mendukung pelaksanaan program 

pembangunan dan penyediaan layanan publik secara berkelanjutan. 

Penelitian Anynda dan Hermanto (2021), Zainul dan Tanjung (2022) menemukan bahwa 

daerah dengan tingkat efektivitas pendapatan yang tinggi memiliki kemampuan yang 

cenderung lebih baik dalam meningkatkan belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa 

efektivitas pendapatan daerah merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan 

kapasitas pemerintah dalam membiayai pembangunan publik secara berkelanjutan. 
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Beberapa penelitian empiris menujukkan bahwa rasio efektivitas keuangan daerah 

berpengaruh positif terhadap belanja modal, Seftyawati dan Rahayu (2021) menunjukkan 

bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja 

modal. Hasil serupa dapat ditemuukan dalam penelitian Ardhini (2011) yang menyatakan 

bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah berperan paling penting dalam meningkatkan 

belanja modal pemerintah daerah. 

Rasio efisiensi keuangan daerah juga merupakan salah satu indikator penting dalam 

menilai kemampuan pemerintah daerah mengelola keuangan secara hemat, tepat guna, dan 

optimal. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan realisasi 

pendapatan daerah, sehingga dapat menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu 

menekan pengeluaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Menurut Mardiasmo 

(2018), efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan kemampuan 

pemerintah mencapai hasil yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal. 

Dalam konteks belanja modal, tingkat efisiensi keuangan daerah memiliki hubungan 

yang penting terhadap kemampuan pemerintah daerah menyediakan anggaran pembangunan. 

Daerah yang mampu mengelola belanja secara efisien cenderung memiliki sisa kapasitas 

anggaran yang lebih besar untuk dialokasikan pada belanja modal, seperti pembangunan jalan, 

jembatan, fasilitas kesehatan, dan sarana pelayanan publik lainnya. Sebaliknya, apabila 

pengeluaran daerah tidak terkendali, maka sebagian besar anggaran akan terserap untuk 

belanja rutin sehingga alokasi belanja modal menjadi terbatas. 

Grafik 3. Tren Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Aceh tahun 2020-2024 

 
Sumber: djpk.kemenkeu 

Fenomena efisiensi keuangan daerah di Provinsi Aceh dapat dilihat dari perkembangan 

pendapatan dan belanja daerah selama periode 2020–2024. Berdasarkan grafik pendapatan dan 

belanja kabupaten/kota di Provinsi Aceh, terlihat bahwa sebagian besar daerah mengalami 

perubahan dari tahun ke tahun, bahkan seluruh pendapatan dipergunakan untuk belanja daerah. 
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Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam 

mengendalikan pengeluaran agar penggunaan anggaran dapat dilakukan secara lebih optimal 

dan efisien. Tingginya proporsi belanja terhadap pendapatan mengindikasikan bahwa ruang 

fiskal yang tersedia untuk mendukung pembangunan daerah masih terbatas.  

Penelitian Auliya dan Hidajat (2023) menemukan bahwa rasio efisiensi berpengaruh 

positif terhadap belanja modal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah 

daerah yang mampu mengelola anggaran secara efisien memiliki peluang lebih besar dalam 

meningkatkan alokasi belanja modal. Namun, penelitian Muzaki dan Hapsari (2022) 

menunjukkan hasil berbeda, yaitu rasio efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja 

modal. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara efisiensi 

keuangan daerah dan belanja modal masih perlu dikaji kembali, khususnya pada pemerintah 

kabupaten/kota di Provinsi Aceh. 

Rasio kemandirian keuangan daerah juga merupakan indikator yang menunjukkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan belanjanya melalui pendapatan 

asli daerah tanpa bergantung yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Ardhini, 

2011). Tingkat kemandirian yang tinggi mencerminkan kemampuan fiskal daerah yang kuat 

serta fleksibilitas dalam menentukan prioritas pembangunan, pemerintah daerah yang mandiri 

secara finansial memiliki keluasan yang lebih besar dalam mengalokasikan belanja modal 

sesuai dengan kebutuhann dan potensi daerah (Zainul dan Tanjung, 2022), yang dimana hasil 

penelitian menunjukkann bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif 

terhadap belanja modal pemerintah. 

Grafik 4.. Tren PAD dan Transfer Provinsi Aceh tahun 2020-2024 

 
Sumber: djpk.kemenkeu 

Fenomena kemandirian keuangan daerah di Provinsi Aceh dapat dilihat dari 

perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer selama periode 2020–
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2024. Berdasarkan grafik PAD dan transfer kabupaten/kota di Provinsi Aceh, terlihat bahwa 

perbandingan yang sangat besar dari tahun ke tahun. Besarnya selisih antara PAD dan dana 

transfer tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh masih 

memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat dalam membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa 

tingkat kemandirian keuangan daerah masih relatif rendah karena kontribusi PAD terhadap 

total pendapatan daerah belum mampu mengimbangi besarnya dana transfer yang diterima. 

Penelitian Zulkarnain et al. (2017), Zainul dan Tanjung (2022) menemukan bahwa daerah 

dengan tingkat kemandirian keuangan yang rendah cenderung memiliki alokasi belanja modal 

yang lebih kecil dibandingkan daerah yang lebih mandiri secara fiskal, karena hal itu 

menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian keuangan daerah menjadi faktor stategis dalam 

mendorong optimalisasi belanja modal pemerintah. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa penting untuk melakukan analisis menyeluruh tentang 

bagaimana rasio efektivitas, efisiensi dan kemandirian mempengaruhi belanja modal. Alasan 

penting dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran empiris tentang sejauh mana 

tingkat rasio efektivitas, efisiensi dan kemandirian pelaksanaan anggaran berkontribusi 

terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2020 – 2024. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sekunder unyuk menganalisis 

pengaruh Rasio Efektivitas, Efisiensi, dan Kemandirian Daerah terhadap Belanja Modal 

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2020-2024. Data ini diolah 

menggunakan aplikasi EViews 13.0 dan dianalisa secara statisika. 

A. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan studi dokumentasi, yaitu 

pengumpulan data dengan menelusuri, mencatat, dan mengolah dokumen resmi yang berkaitan 

dengan keuangan daerah. Data dikumpulkan dari dokumen www.djpk.kemenkeu.go.id. Data 

yang diperoleh kemudian disusun dalam bentuk data panel, sehingga dapat digunakan untuk 

analisis kuantitatif sesuai dengan tujuan penelitian. 

 

B. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan Analisis Deskriptif, kemudian dilanjutkan pemilihan model 

terbaik antara (Common Effect Model, Fixed Effect Model, Random Effect Model), untuk 

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
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pemilihan modal terbaik maka di lakukan (Uji Chow, Uji Hausman, Uji Lagrange Multiplier), 

setelah model terpilih maka dilakukan Pengujian Asumsi Klasik (Uji Normalitas, UJi 

Multikolineritas, Uji Heteroskedastisitas), selanjutnya dilakukan Regresi Data Panel dengan 

persamaan Ln Yit = α + β1 X1it + β2 X2it + β3 X3it + €it, selanjutnya dilakukan Uji Hipotesis 

(Parsial, Simultan, Koefisien Determinasi). 

 

C. Operasional Variabel 

Tabel 1. Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikato

r 

Cara ukur Kriteria Penilaian Skala 

Rasio 

Efektivita

s 

 

M Muzaki 

dan 

Hapsari 

(2022), 

Fernand et 

al (2023) 

Rasio yang 

menggambar

kan 

kemampuan 

pemerintah 

daerah dalam 

merealisasika

n PAD sesuai 

target yang 

ditetapkan 

Total 

target 

PAD dan 

total 

realisasi 

PAD 

(Realisasi PAD)

/(Target PAD)

× 100% 

 

Sumber: M 

Muzaki dan 

Hapsari 

(2022). 

> 100% (Sangat 

Efektif) 

90% - 100% (Efektif) 

80% - 90% (Cukup 

Efektif) 

60% -  80% (Kurang 

Efektif) 

<60% (Tidak Efektif) 

Rasio 

Rasio 

Efisiensi 

 

(Putra et 

al. 2025, 

Kusuma 

& 

Budiwitja

ksono 

2023). 

Rasio yang 

menggambar

kan 

kemampuan 

pemerintah 

daerah 

menggunakan 

anggaran 

belanja  

secara hemat 

dan optimal. 

 

Total 

realisasi 

belanja 

dan total 

realisasi 

pendapat

an 

(Realisasi Belanja)

/(Realisasi 

 Pendapatan)

× 100% 

 

Sumber: 

Kusuma & 

Budiwitjakso

no (2023). 

> 100% (Tidak 

Efisien) 

90% - 100% (Kurang 

Efisien) 

80% - 90% (Cukup 

Efisien) 

60% -  80% (Efisien) 

<60% (Sangat Efisien) 

Rasio 

Rasio 

Kemandir

ian 

Daerah 

 

M Muzaki 

dan 

Rasio yang 

menggambar

kan tingkat 

kemampuan 

daerah dalam 

membiayai 

kebutuhan 

Total 

realisasi 

PAD dan 

total 

realisasi 

pendpata

n transfer 

(Realisasi PAD)

/(Pendapatan  

tranfer)

× 100% 

 

Sumber: M 

Muzaki dan 

75% - 100% (Tinggi) 

50% - 75% (Sedang) 

25% - 50% (Rendah) 

0% - 25% (Sangat 

Rendah) 

Rasio 
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Hapsari 

(2022), 

Fernand et 

al (2023) 

pemerintahny

a melalui 

PAD tanpa 

bergantung 

yang tinggi 

terhadap dana 

transfer pusat. 

Hapsari 

(2022). 

Belanja 

Modal  

 

M Muzaki 

dan 

Hapsari 

(2022), 

Fernand et 

al (2023) 

Pengeluaran 

anggaran 

daerah untuk 

memperoleh 

atau 

menambah 

aset tetap 

yang 

memberi 

manfaat lebih 

dari satu 

tahun 

anggaran 

yang dapat 

digunakan 

oleh publik 

Nilai 

total 

realisasi  

belanja 

modal 

(Rp) 

yang 

ditransfo

rmasikan 

ke dalam 

logaritm

a natural 

(Ln) 

Total realisasi  

belanja modal 

(Rp) yang 

ditransformas

ikan ke dalam 

logaritma 

natural (Ln). 

 

Sumber: 

Rahmadi, S. 

(2025). 

- Rasio 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis Deskriptif 

 

Tabel 2. Analisis Deskriptif 

 
 Sumber: Hasil olah data EViews 13.0 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rasio efektivitas pada pemerintah daerah di 

Provinsi Aceh periode 2020-2024 memiliki nilai rata-rata sebesar 95,8% dengan nilai 

maksimum 183,6% dan nilai minimum 13,6%. Nilai tertinggi rasio efektivitas tercatat pada 
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Kabupaten Simeulue tahun 2021, sedangkan nilai terendah tercatat pada Kota Subulussalam 

tahun 2022. Tingginya rasio efektivitas pada Kabupaten Simeulue dapat dipahami karena 

target pendapatan daerah relatif lebih kecil dibandingkan realisasi yang diterima, sehingga 

pencapaian realisasi pendapatan terlihat sangat tinggi secara rasio. Kondisi ini umumnya 

terjadi pada daerah kepulauan dan wilayah dengan basis fiskal terbatas, di mana perencanaan 

target dilakukan secara konservatif. Sebaliknya, rendahnya rasio efektivitas pada Kota 

Subulussalam tahun 2022 dapat dijelaskan oleh tidak tercapainya target pendapatan yang telah 

ditetapkan, yang secara umum dapat dipengaruhi oleh keterbatasan basis ekonomi daerah serta 

ketergantungan pada sektor tertentu yang bersifat fluktuatif. 

Selanjutnya rasio efisiensi memiliki nilai rata-rata sebesar 100,1% dengan nilai 

maksimum 115,2% dan nilai minimum 89%. Nilai tertinggi rasio efisiensi tercatat pada Kota 

Subulussalam tahun 2022, sedangkan nilai terendah tercatat pada Kabupaten Aceh Tenggara 

tahun 2023. Tingginya rasio efisiensi pada Kota Subulussalam menunjukkan bahwa realisasi 

belanja relatif lebih besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan, yang secara rasio 

mencerminkan tingkat efisiensi yang rendah. Kondisi ini umumnya terjadi ketika belanja 

daerah tetap harus dikeluarkan meskipun pendapatan tidak optimal. Sebaliknya, rendahnya 

rasio efisiensi pada Kabupaten Aceh Tenggara mengindikasikan bahwa pengelolaan belanja 

relatif lebih terkendali terhadap pendapatan yang tersedia, sehingga penggunaan anggaran 

terlihat lebih efisien secara rasio. 

Rasio kemandirian memiliki nilai rata-rata sebesar 12,7%, dengan nilai maksimum 

36,2% dan minimum 2%. Nilai tertinggi rasio kemandirian tercatat pada Kota Banda Aceh 

tahun 2022, sedangkan nilai terendah tercatat pada Kota Subulussalam tahun 2022. Tingginya 

rasio kemandirian pada Kota Banda Aceh dapat dijelaskan karena struktur perekonomian 

perkotaan yang lebih maju, basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih luas, serta aktivitas 

jasa dan perdagangan yang relatif lebih berkembang. Sebaliknya, rendahnya rasio kemandirian 

pada Kota Subulussalam mencerminkan bahwa sebagian besar pendapatan daerah masih 

bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, yang merupakan karakteristik umum daerah 

pemekaran dengan kapasitas fiskal yang masih terbatas. 

Variabel belanja modal memiliki nilai rata-rata sebesar 25,8 ln, dengan nilai maksimum 

28,5 ln dan nilai minimum 24,8 ln. Nilai tertinggi belanja modal tercatat pada Kabupaten Pidie 

tahun 2021, sedangkan nilai terendah tercatat pada Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2024. 

Tingginya belanja modal pada Kabupaten Pidie dapat dipahami karena kebutuhan 
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pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas publik yang relatif besar, sejalan dengan luas 

wilayah dan jumlah penduduk. Sementara itu, rendahnya belanja modal pada Kabupaten Aceh 

Tenggara dapat dikaitkan dengan keterbatasan kapasitas fiskal daerah, sehingga prioritas 

anggaran lebih difokuskan pada belanja rutin dan pelayanan dasar. 

 

2. Pemilihan Model Terbaik 

a. Uji Chow, pengujian ini dilakukan untuk menentukan pilihan model antara fixed effect 

model atau common effect model. Kriteria pengujian jika nilai probabilitas < 0,05, maka 

keputusan pengujian adalah menerima Ha dan menolak Ho. Hal ini menunjukkan bahwa 

data penelitian akan diestimasi menggunakan fixed effect model (FEM). Sebaliknya, jika 

nilai probabilitas lebih besar atau sama dengan 0,05 (Prob. ≥ 0,05), maka keputusan 

pengujian adalah menerima Ho dan menolak Ha, yang berarti data penelitian akan 

diestimasi menggunakan common effect model (CEM). 

Tabel 2. Uji Chow 

 

Sumber: Hasil olah data EViews 13.0 

b. Uji Hausman dilakukan untuk menentukan pilihan model antara fixed effect model 

dengan random effect model. Kriteria pengujian jika nilai probabilitas < 0,05, maka 

keputusan pengujian adalah menolak Ho dan menerima Ha. Sebaliknya, jika nilai 

probabilitas ≥ 0,05, maka Ho diterima yang berarti random effect model lebih sesuai 

digunakan. 
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Tabel 3. Uji Hausman 

 

Sumber: Hasil olah data EViews 13.0 

 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual (ei) dalam model regresi 

memiliki distribusi yang normal atau tidak. Metode statistik yang digunakan adalah 

jarque-bera test dengan kriteria pengujian jika nilai prob.Jb yang dihasilkan lebih besar 

dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi telah terdistribusi 

secara normal. 

Tabel 4. Uji Normalitas 

 

Sumber: Hasil olah data EViews 13.0 

b. Uji Multikolinearitas merupakan suatu kondisi adanya hubungan yang sangat kuat di 

antara beberapa atau semua variabel bebas yang dilibatkan kedalam model regresi. 

Dalam regresi menggunakan data panel, masalah multikolinearitas ini dapat dideteksi 

dari nilai centered variance inflation factor (VIF). Jika nilai centered VIF ini bernilai 

kurang dari 10, dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari multikolinearitas. 

Tabel 5. Uji Multikolinearitas 

 
     Sumber: Hasil olah data EViews 13.0 
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c. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji homogenitas varians residual dalam 

model regresi. 

Tabel 6. Uji heteroskedastisitas 

 

Sumber: Hasil olah data EViews 13.0 

 

4. Analisis Regresi Data Panel 

 

Tabel 7. Hasil Pengujian Regresi Data Panel (Fixed Effect Model) 

 

 

Dengan menggunakan model Fixed Effect Model, diperoleh persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Y = 20,763 + 0,004 X1 + 0,042 X2 + 0,022 X3 + €it 
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Nilai konstanta (α) sebesar 20,763 menunjukkan nilai prediksi untuk rata-rata Belanja 

Modal jika semua variabel bebas yaitu Rasio Efektivitas, Efisiensi dan Kemandirian secara 

simultan pengaruhnya adalah 0 (nol). 

Nilai koefisien Rasio Efektivitas yaitu sebesar 0,004 yang bernilai positif artinya terjadi 

pengaruh yang searah. Nilai tersebut menunjukkan bahwa jika Rasio Efektivitas mengalami 

kenaikan sebesar 1, maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,004 dengan asumsi 

bahwa variabel independen lain bersifat tetap (konstan).  

Nilai Rasio Efisiensi yaitu sebesar 0,042 yang bernilai positif artinya terjadi pengaruh 

yang searah. Nilai tersebut menunjukkan bahwa jika Rasio Efisiensi mengalami kenaikan 

sebesar 1, maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,042 dengan asumsi bahwa 

variabel independen lain bersifat tetap (konstan).  

Nilai koefisien Rasio Kemandirian yaitu sebesar 0,022 yang bernilai positif artinya 

terjadi pengaruh yang searah. Nilai tersebut menunjukkan bahwa jika Rasio Kemandirian 

mengalami kenaikan sebesar 1, maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,022 dengan 

asumsi bahwa variabel independen lain bersifat tetap (konstan). 

 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji Parsial (T) 

 

 
Sumber: Hasil olah data EViews 13.0 

 

Berdarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, dan 

Rasio Kemandirian secara parsial memiliki berpengaruh yang signifikan terhadap Belanja 

Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh periode 2020-2024. 

 

 

 



Dinamika Kreatif 

Manajemen Strategis 
Vol. 08, No 3 

https://journalversa.com/s/index.php/dkms 

 

              
 

 

 

195  

b. Uji Simultan (F) 

 

 
Sumber: Hasil olah data EViews 13.0 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan 

Rasio Kemandirian secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja 

Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh periode 2020-2024. 

 

c. Uji Koefisien Determinasi 

 

 
Sumber: Hasil olah data EViews 13.0 

 

Dari tabel di atas, diketahui nilai R Square yang diperoleh yaitu sebesar 0,665 yang 

menunjukan bahwa Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian secara simultan 

memberikan kontribusi pengaruh sebesar 66,5% terhadap Belanja Modal pada Pemerintah 

Daerah di Provinsi Aceh periode 2020-2024, sedangkan sebanyak 33,5% sisanya merupakan 

besarnya kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan maka disimpulkan: 

1. Rasio Efektivitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal pada 

Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh periode 2020-2024.  

2. Rasio Efisiensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal pada 

Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh periode 2020-2024.  

3. Rasio Kemandirian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal pada 

Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh periode 2020-2024.  
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4. Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian secara simultan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi 

Aceh periode 2020-2024 
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